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menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perbandingan hukum dan analisis
terhadap instrumen hukum internasional serta
peraturan nasional. Analisis difokuskan pada evaluasi
UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur
kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18
tahun. Hasil penelitian menunjukkan implementasi
regulasi masih menghadapi kendala prosedural dan
lemahnya kolaborasi internasional. Hukum Perdata
Internasional berperan krusial menyelesaikan konflik
melalui penentuan yurisdiksi dan penerapan prinsip
the best interests of the child. Diperlukan
penyempurnaan  regulasi  untuk  memastikan
perlindungan  hukum  optimal  bagi  anak
berkewarganegaraan  ganda.  Konflik  Hukum,
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PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya interaksi antarbangsa telah melahirkan
berbagai dinamika sosial, salah satunya adalah meningkatnya jumlah pernikahan lintas negara.
Fenomena ini membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam bidang Hukum
Perdata Internasional (HPI) (Kirana et al. 2024). Salah satu persoalan krusial yang sering muncul
dari per campuran adalah penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari hubungan
tersebut. Perbedaan sistem hukum antarnegara dalam menentukan kewarganegaraan menimbulkan
konflik hukum yang tidak jarang menyebabkan ketidakpastian status hukum anak (Bagenda et al.
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2024). Sebagian negara, termasuk Indonesia mengimplementasikan asas ius sanguinis, yaitu
kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Di sisi lain, terdapat negara yang
menggunakan asas ius soli, yaitu kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat lahir (Prabowo
and Syahuri 2022). Perbedaan prinsip ini dapat memicu timbulnya kondisi kewarganegaraan ganda

(dual nationality) atau bahkan anak menjadi tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali
(statelessness), yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak asasi
manusia (Anggraeni 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20006, anak yang
terlahir dari pernikahan campuran mendapatkan kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu
(Suryatni 2020). Namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut masih menemui
berbagai kendala, baik dari aspek prosedural, administratif, maupun ketidaksinkronan
antarperaturan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan pihak dalam Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child/CRC) yang mewajibkan negara untuk melindungi hak anak
atas identitas dan kewarganegaraan (Nurhimmi and Ahmad 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian hukum terhadap konflik kewarganegaraan anak dari
pernikahan campuran menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis prinsip-
prinsip dasar Hukum Perdata Internasional yang relevan, mengevaluasi peraturan hukum nasional
yang berlaku, serta mengusulkan alternatif penyelesaian konflik hukum dalam rangka memberikan
perlindungan hukum secara optimal terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji konflik kewarganegaraan anak
dari pernikahan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Penelitian hukum
normatif difokuskan pada pengkajian berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis, serta doktrin
hukum yang berlaku dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,dan pendekatan
perbandingan Hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai
ketentuan normatif yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006, serta aturan pelaksananya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami
prinsip-prinsip kewarganegaraan seperti ius soli, ius sanguinis, dan asas kepentingan bagi anak (the
best interests of the child), yang merupakan prinsip umum dalam hukum internasional. Sementara
itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelaah bagaimana pengaturan status
kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran diterapkan di negara lain, sebagai bahan refleksi
terhadap sistem hukum nasional. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian
ini. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum
internasional seperti Konvensi Hak Anak serta Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa
Kewarganegaraan Tahun 1961. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah,
jurnal akademik, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik pembahasan sebagai
pendukung untuk menjelaskan istilah atau konsep hukum.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (/ibrary research), serta bahan hukum yang
dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji kesesuaian
antara norma-norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, serta
mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi kepentingan hukum anak dari
pernikahan campuran. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan kajian hukum yang
tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif terhadap permasalahan kewarganegaraan anak
dalam konteks hukum perdata internasional.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan Kewarganegaraan Anak dalam Pernikahan Campuran

Pernikahan campuran dalam konteks ini diartikan sebagai pernikahan antara Warga Negara
Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), secara langsung menimbulkan konsekuensi
hukum bagi status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam
praktiknya, konflik dapat muncul ketika negara orang tua masing-masing memiliki sistem yang
berbeda dalam menentukan status kewarganegaraan anak (Syafrizal 2023). Sebagai contoh,
seorang anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah WNA di luar negeri berpotensi tidak diakui sebagai
warga negara oleh salah satu atau kedua negara orang tuanya, tergantung sistem hukum yang
berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, anak dari pernikahan campuran mendapatkan
kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun atau menikah, sebagaimana peraturan pada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Namun,
regulasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan potensi konflik normatif yang dapat terjadi
apabila negara asal orang tua asing tidak mengakui kewarganegaraan ganda atau memiliki
ketentuan lain terkait akuisisi kewarganegaraan. Hal ini memperbesar potensi terjadinya apatrid
(anak tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali) maupun bipatride (anak memiliki dua
kewarganegaraan permanen), yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional.

Konflik Asas dan Implikasinya terhadap Anak

Secara normatif, asas ius sanguinis yang dianut oleh Indonesia bisa berbenturan dengan
asas ius soli yang dianut oleh negara lain. Konflik ini menimbulkan pertanyaan mengenai
kewarganegaraan yang sah, yurisdiksi hukum yang berlaku, serta perlindungan terhadap hak-hak
sipil anak. Anak dapat menjadi subjek sengketa antarnegara, terutama jika terjadi perceraian atau
perpisahan orang tua, atau jika anak lahir di negara yang tidak mengakui ius sanguinis (Prabowo
and Syahuri 2022).

Persoalan ini memiliki dampak serius terhadap akses anak terhadap pendidikan, pelayanan
kesehatan, serta hak untuk memiliki dokumen identitas yang sah. Dalam sejumlah kasus yang
ditangani oleh lembaga internasional, status tanpa kewarganegaraan menyebabkan anak
mengalami kesulitan mengakses hak dasar dan perlindungan hukum (Atqiya et al. 2024). Oleh
karena itu, negara-negara didorong untuk melakukan harmonisasi hukum nasional mereka dengan
standar internasional yang telah ditetapkan.

Peran Hukum Perdata Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik

Hukum Perdata Internasional memainkan peran fundamental dalam menyelesaikan konflik
yang melibatkan unsur asing. Melalui mekanisme penentuan yurisdiksi, pemilihan hukum yang
berlaku, dan fasilitasi kerjasama internasional, HPI memberikan kerangka kerja yang diperlukan
untuk menciptakan kepastian hukum dalam era globalisasi (Devina et al. 2024). Selain itu, doktrin
the best interests of the child yang menjadi prinsip universal pada hukum internasional juga
menjadi dasar penting dalam menyelesaikan konflik status anak, termasuk dalam menentukan
kewarganegaraan. Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai putusan pengadilan internasional dan
menjadi acuan dalam menyusun kebijakan nasional di banyak negara (Ali, Syarifuddin, and
Susilawati 2024).

Tinjauan Terhadap Regulasi Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia telah membuat progres dengan
menerapkan sistem kewarganegaraan ganda terbatas. Namun, implementasinya belum maksimal,
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khususnya terkait sosialisasi, mekanisme permohonan status kewarganegaraan anak, serta

kolaborasi hukum dengan negara lain dalam menangani kasus lintas yurisdiksi. Regulasi tersebut

juga tidak secara rinci mengatur prosedur ketika terdapat perbedaan prinsip hukum dengan negara
asal pasangan WNA, sehingga potensi konflik tetap terbuka.

Oleh karena itu, penguatan hukum nasional melalui revisi regulasi, serta peningkatan kerja
sama bilateral dan multilateral sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang
merugikan anak. Negara juga perlu menjamin bahwa semua anak, termasuk yang lahir dari
pernikahan campuran, tidak kehilangan status kewarganegaraannya dan tetap memperoleh
perlindungan hukum yang maksimal.

KESIMPULAN

Jumlah pernikahan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing
(WNA) yang meningkat telah menyebabkan konflik hukum yang rumit terkait status
kewarganegaraan anak. Berbagai negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang menyebabkan
konflik ini. Indonesia menggunakan ius sanguinis, atau kewarganegaraan berdasarkan keturunan,
sementara negara lain menggunakan ius soli, atau kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir.
Sistem hukum yang berbeda dapat menyebabkan dua kondisi ekstrem: kewarganegaraan ganda, di
mana anak memiliki dua kewarganegaraan, atau kewarganegaraan tanpa, di mana anak tidak
memiliki kewarganegaraan sama sekali.

Kedua kondisi tersebut berdampak serius terhadap akses pendidikan dan pelayanan
kesehatan, hak memiliki dokumen identitas yang sah, perlindungan hukum dasar anak, serta
kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menyampaikan solusi melalui sistem
kewarganegaraan ganda terbatas hingga anak berusia 18 tahun atau menikah, implementasinya
masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi aspek prosedural dan administratif
yang belum optimal, ketidaksinkronan antarperaturan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,
dan lemahnya kolaborasi hukum dengan negara lain.

Hukum Perdata Internasional (HPI) memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik
ini melalui mekanisme penentuan yurisdiksi yang tepat, pemilihan hukum yang berlaku dalam
kasus tertentu, fasilitasi kerjasama internasional, dan penerapan the best interests of the child
(kepentingan terbaik anak). Konflik hukum dalam penentuan status kewarganegaraan anak dari
pernikahan campuran merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif.
Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan melalui UU No. 12 Tahun 2006, masih diperlukan
penyempurnaan regulasi dan penguatan kerjasama internasional untuk memastikan setiap anak
mendapat perlindungan hukum yang optimal dan tidak mengalami kekosongan status
kewarganegaraan. Penyelesaian konflik ini harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak
sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional, dengan jaminan bahwa setiap anak tidak
kehilangan status kewarganegaraannya dan tetap mendapatkan perlindungan hukum maksimal.
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